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Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan
tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat, karena dalam
menghadapi tersangka yang bersifat kondisional dan membahayakan nyawa anggota Kepolisian serta masyarakat. Kepolisian
dituntut untuk segera mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Namun dalam pelaksanaan
tembak di tempat telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku,
karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP
dikenal asas praduga tidak bersalah bagi tersangka.
	Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan diskresi terhadap keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak
pidana menurut Undang-Undang Kepolisian dan untuk menjelaskan penerapan tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan
dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).
	Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari peraturan
perundang-undangan serta buku-buku yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan sedangkan penelitian lapangan
hanya bersifat penunjang. Data penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang tembak di tempat terhadap tersangka dilihat dari aspek hukum. Seluruh data dianalisis secara
kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.
Prosedur tembak ditempat pada Pasal 48 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa petugas kepolisian
harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti;
mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan
peringatan yang selanjutnya tembak ditempat oleh petugas kepolisian apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka. Pasal 48
huruf a menegaskan bahwa petugas Kepolisian wajib memahami dan menerapkan prinsip penegakkan hukum yaitu legalitas,
nesesitas, dan proporsionalitas. Apabila ketiga unsur dapat terpenuhi maka asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan oleh
petugas Kepolisian. Jika ditemukan penyalahgunaan tindakan diskresi di atur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b.
Disarankan kepada setiap Pejabat Kepolisian untuk mengawasi tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan aturan
hukum dengan cara meningkatkan sumber daya manusia anggota Kepolisian berupa pembinaan mental, pengembangan kekuatan
personil, peningkatan kualitas pendidikan, lebih mengutamakan tindakan pencegahan serta didukung dengan sarana prasarana yang
menunjang  agar tugas yang  diterima dan  dilakukan  secara tepat dan benar.
